
BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NoMoR 4O r*tuN 2o1z

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 9 TAHUN

2OI7 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN

DANA DESA SETIAP DESA I(ABUPATEN NATUNA

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a,

BUPATI NATUNA,

bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan

dan pertanggungjawaban transfer ke Desa perlu

dilakukan penyesuaian dan penyempuraan Peraturan

Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2OL7 tentang Tata Cara

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap

Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Natuna Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap

Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2OI7.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun l99g tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3gO2)

Mengingat : 1.

b.

prnlrroonoNA$l
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sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OOg tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g
Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aB80);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 111,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4237);

Undang-Undang Nomor tZ Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523fl;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20t4 tentang
Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

2.
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5.

6.

7.
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9.

Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 20IS tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56T9);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTB);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2074 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomo r 4T

Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OI4 tentang Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor STIZ);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ot4 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ST,

10.
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L4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s86a);

Peraturan Presiden Nomor gr rahun 2016 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 20lZ (Lembara Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2oll
tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20ll Nomor 310);

Peraturan Mneteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2OLs

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negera Republik Indonesia Tahun 2O1S Nomor 2036);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor S0/pMK.OT l2OlT
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Keuangan Nomor ll2IPMK,OT l2OlT tentang perubahan

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

50i PMK.07 l2Ol7 tentang Pengelolaan Transfer ke

Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 10S1);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun
2013 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2013 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2Ol7 (Lembaran Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2017 Nomor 1).

15.

16.
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MEMUTUSI(AN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 9 TAHUN 2OI7
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN

NATUNA TAHUN ANGGARAN 20 17.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Natuna
Nomor 9 Tahun 2077 tentang Tata cara pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten

Natuna Tahun Anggaran 2OlZ diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf b dan
ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui
pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum
Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah

ke Rekening Kas Umum Desa ditakukan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa

diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah
persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:

a. tahap I pada paling cepat Maret dan paling lambat
bulan Juli sebesar 60%o (enam puluh per seratus);

dan

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 4Ooh (empat
puluh per seratus).

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah

Kepala Desa menyampaikan:

a. peraturan Desa mengenai ApBDesa kepada

Bupati; dan

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.



kepada bupati paling rambat paling rambat tanggar 7

Januari tahun anggaran berikutnya.

(5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah
Kepala Desa menyampaikan 1aporan rearisasi
penyerapan dan capaian output tahap I menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paling kurang 7so/o

(tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian
output paling kurang.sebesar 5O%o (lima puluh per

seratus) dihitung berdasarkan rata-rata persentase

capaian output dari seluruh kegiatan kepada bupati
paling lambat paling lambat tanggal Z Juli tahun
berjalan.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 1

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat
setempat menyampaikan laporan realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap I,
dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output

Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
(2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan

capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Tahap I paling lambat tanggal T Juli tahun
anggaran berjalan; dan

b. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa

Tahunan paling lambat tanggal T Januari tahun
anggaran berikutnya.

3. Ketentuan pada Lampiran diubah, sesuai dengan yang

tercantum dalam Lampiran peraturan Bupati ini.



r=
Peraturan Bupati

diundangkan.

Pasal II

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal lI Sep{ov Lzr zotT

Diundangkan di Ranai

pada tanggal tt ee1|eua6er 2oq

SEKRETARIS DAERAH

I{ABUPATEN NATUNA,

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR /T{2
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